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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat pada 

kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan adalah Perjanjian Kerjasama 

dengan pemerintah daerah tentang pemanfaatan Peta ZNT tidak optimal. Gagasan 

penyelesaian masalah yang ditawarkan ialah melalui penguatan kerjasama dengan 

pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan peta ZNT dengan menggunakan 

sistem kerjasama yang berkesinambungan serta penggunaan aplikasi nilai tanah 

yang integratif. Implementasi yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk 

tim efektif untuk mendukung keberhasilan aksi perubahan, melakukan konsultasi 

dengan mentor agar mendapatkan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan jangka 

pendek, menengah dan panjang terutama dalam hal langkah strategis berupa 

komunikasi langsung baik dengan Kantor Pertanahan maupun Pemerintah 

Kabupaten yang belum melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan peta ZNT, 

melaksanakan penyampaian kepada publik terkait penyelarasan kebijakan dalam 

rangka mewujudkan kerjasama pemanfaatan peta ZNT untuk perpajakan daerah 

(mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah) dengan tujuan penyampaian 

best practice tersebut dapat menjadi motivasi bagi provinsi atau kabupaten lain, 

melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu terkait upaya mendorong 

penerbitan regulasi pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan 

BPHTB sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepakatan Sinergi Antara Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan Pemanfaatan Peta 

Zona Nilai Tanah, serta mendorong pembaruan Perjanjian Kerjasama dengan 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai upaya pemenuhan cakupan peta 

ZNT di Kabupaten Polewali Mandar. 

Capaian yang telah diperoleh adalah terbitnya Nota Kesepakatan Sinergi 

Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan 

Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah. Dalam rencana jangka menengah dan 
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panjang, diharapkan dari Nota Kesepakatan Sinergi Antara Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan Pemanfaatan Peta 

Zona Nilai Tanah tersebut nantinya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati 

Pasangkayu tentang Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah sebagai dasar penetapan 

PBB dan BPHTB. Selanjutnya dari perjanjian kerjasama yang telah dibangun 

dengan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat, dapat diupayakan penganggaran 

pembuatan dan pembaruan peta ZNT menggunakan APBD yang nantinya dapat 

meningkatkan cakupan peta ZNT se-Sulawesi Barat dalam rangka mendukung 

penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB yang didukung dengan 

sistem nilai tanah yang terintegrasi antara Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dengan statusnya sebagai provinsi baru, Sulawesi Barat sedang dalam 

proses pengembangan wilayah. Sehingga, Provinsi Sulawesi Barat menjadi rural 

area, dimana pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas menjadi 

prioritas utama. Pembangunan ini tentunya berdampak pada meningkatnya nilai 

tanah. Pada perkembangannya, peningkatan nilai tanah ini seharusnya memberikan 

dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selanjutnya dapat 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Sebagai rural 

area, potensi Provinsi Sulawesi Barat sangat besar untuk mendapatkan keuntungan 

melalui peningkatan nilai tanah.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Kantor Pertanahan di 

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai salah satu tugas terkait pengelolaan nilai tanah 

melalui pembuatan dan pembaruan peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Berdasarkan data 

dari aplikasi Sistem Informasi Penilaian Tanah (Sipenta), cakupan ZNT di Provinsi 

Sulawesi Barat masih belum memuaskan. Dengan luas budidaya Provinsi Sulawesi 

Barat 650.040 ha, ZNT yang telah ditetapkan baru seluas 183.874 ha (28,29%). 

Sehingga masih terdapat wilayah yang belum memiliki ZNT seluas 466.166 ha. 

Kabupaten dengan cakupan ZNT tertinggi adalah Kabupaten Majene yakni seluas 

27.424 ha dari total luas budidaya 37.764 ha, sehingga persentase cakupan ZNT-

nya adalah 72,62%. Sedangkan kabupaten dengan cakupan ZNT terendah adalah 

Kabupaten Polewali Mandar yakni seluas 9.673 ha dari total luas budidaya 109.781 

ha, sehingga persentase cakupan ZNT-nya adalah 8,81%. Fakta ini menjadi 

pekerjaan rumah bagi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan 

cakupan ZNT agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. 

Minimnya cakupan ZNT di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM) serta 

rendahnya kemauan dari stakeholder dalam bekerjasama terkait pemanfaatan peta 
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ZNT. Anggaran pembuatan dan pembaruan peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat 

selama ini mengandalkan anggaran rutin dari Kanwil dan Kantor Pertanahan yang 

dialokasikan melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggunaan anggaran dari pemerintah 

daerah dalam pembuatan dan pembaruan peta ZNT hanya pernah dilakukan di 

Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan 

keterbatasan SDM terkait dengan jumlah personel dan kemampuan teknisnya. 

Personel yang menangani pembuatan dan pembaruan peta ZNT rata-rata belum 

menguasai teknik aplikasi ArcGIS sebagai instrumen dalam pengolahan data ZNT 

yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan peta ZNT, 

kemauan dari pemerintah daerah untuk bekerjasama masih rendah serta upaya 

yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor-kantor 

Pertanahan se-Sulawesi Barat dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah 

daerah masih belum maksimal dan terkesan pasif. 

Pemanfaatan peta ZNT selain bermanfaat pada peningkatan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Kantor Pertanahan, juga bermanfaat pada 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten yang bersangkutan. 

Dengan menerapkan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB dimana ZNT 

mempunyai nilai lebih tinggi daripada NJOP, selanjutnya dapat digunakan untuk 

meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sumbernya 

berasal dari PAD, untuk digunakan sebagai sarana pembangunan daerah yang 

dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dengan pasifnya upaya pemanfaatan peta 

ZNT, hal tersebut dipastikan tidak dapat tercapai. Selanjutnya, penulis berupaya 

untuk merumuskan konsep kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, 

baik dari pihak BPN maupun pemerintah daerah agar pemanfaatan peta ZNT dapat 

berjalan maksimal dan bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk masyarakat. 

Strategi komunikasi akan coba diterapkan dalam membangun kolaborasi dengan 

pemerintah daerah sehingga Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi 

inisiator dalam pemanfaatan peta ZNT yang berdampak positif untuk semua pihak 

dan menjadi ujung tombak pembangunan daerah. 
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1.2.  Tujuan Aksi Perubahan 

1.2.1. Tujuan Jangka Pendek 

• Terwujudnya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pertanahan 

dengan Pemerintah Daerah setempat tentang pemanfaatan peta 

ZNT; 

• Tersedianya peta ZNT yang dapat memenuhi target dari Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

1.2.2. Tujuan Jangka Menengah 

• Meningkatkan PNBP pada Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat; 

• Meningkatkan PAD pada kabupaten se-Sulawesi Barat. 

1.2.3.  Tujuan Jangka Panjang 

• Mewujudkan satu nilai tanah sebagai dasar penetapan BPHTB dan 

PBB; 

• Tersedianya APBD yang signifikan untuk digunakan pembangunan 

daerah yang berkelanjutan; 

• Menjadi role model bagi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan di 

provinsi lain dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah 

daerah; 

1.3.  Manfaat Aksi Perubahan 

1.3.1.  Manfaat Bagi Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

a. Tercapainya target cakupan peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat; 

b. Tersedianya data ZNT yang aktual. 

1.3.2.  Manfaat Bagi Instansi 

a. Menjadi pusat basis data ZNT di Provinsi Sulawesi Barat; 

b. Terjalin kolaborasi yang sinergis antara Kanwil BPN Provinsi 

Sulawesi Barat dan Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat dengan 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. 

1.3.3.  Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB yang 

berdampak pada peningkatan PAD akan dapat meningkatkan APBD 

yang nantinya digunakan untuk pembangunan wilayah; 
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b. Tersedianya informasi nilai tanah yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

1.4.  Ruang Lingkup Aksi Perubahan Kinerja Organisasi 

Berdasarkan identifikasi permasalahan, berikut adalah ruang lingkup aksi 

perubahan organisasi kinerja terkait dengan tema “Optimalisasi Pemanfaatan Peta 

ZNT Melalui Perjanjian Kerjasama di Provinsi Sulawesi Barat”. 

a. Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat; 

b. Kantor Pertanahan Kabupaten se-Sulawesi Barat; 

c. Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat. 

Selanjutnya, ditetapkan lokus aksi perubahan adalah Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pasangkayu dengan fokus aksi perubahan adalah penyusunan PKS 

antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan Pemanfaatan Peta 

Zona Nilai Tanah. 
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BAB II 

RINGKASAN AKSI PERUBAHAN 

2.1.  Isu yang Diangkat 

Identifikasi permasalahan merupakan bagian dalam proses penelitian yang 

dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi 

tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal 

penelitian. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat pada 

kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan antara lain : 

a. Cakupan wilayah ZNT di Provinsi Sulawesi Barat masih minim, yakni 

hanya sebesar 28,29 % dari total luas wilayah APL; 

b. Peta ZNT belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah; 

c. Aplikasi Nilai Tanah yang terintegrasi dengan pemerintah daerah belum 

tersedia. 

Tabel 1. Cakupan Peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat 

(sumber : sipenta.atrbpn.go.id) 
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Tabel 2. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat 

 

Untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan melalui aksi perubahan 

ini, maka digunakan metode analisis USG (Urgency, Seriousness and Growth). 

Penggunaan metode analisis USG menggunakan beberapa indikator sebagaimana 

tersaji berikut ini. 

Tabel 3. Indikator USG 

Urgency 

 

Seriousness 
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Growth 

 

Dari indikator USG diatas, maka hasil identifikasi permasalahan akan dinilai 

menurut metode analisis USG terkait dengan pemilihan masalah utama 

sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Matriks USG 

 

Dari metode analisis USG, diperoleh nilai paling tinggi adalah pada isu 

relationships, yakni ‘PKS dengan pemerintah daerah tentang pemanfaatan Peta 

ZNT tidak optimal’. Maka dengan demikian, isu tersebut kami pilih menjadi masalah 

utama yang harus diselesaikan melalui aksi perubahan. 
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2.2.  Terobosan Inovasi 

Penerapan inovasi melalui penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah 

dalam pemanfaatan peta ZNT sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja terkait 

pembuatan peta ZNT dan peningkatan PAD. Selama ini, pemanfaatan peta ZNT 

oleh pemerintah daerah terkesan stagnan bahkan meskipun sudah terdapat PKS. 

Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dapat menjalin simbiosis mutualisme 

melalui penerapan inovasi ini. Jika inovasi ini dapat diterapkan, maka peningkatan 

cakupan ZNT di Provinsi Sulawesi Barat dan peningkatan PAD pada kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Barat dapat secara bersama-sama mengalami peningkatan. 

Berdasarkan metode RCA pada bab sebelumnya, telah ditemukan akar 

permasalahan yang selanjutnya akan dicari penemuan gagasan penyelesaian 

masalah. Penemuan gagasan penyelesaian masalah harus memenuhi 5 (lima) 

kriteria inovasi, antara lain memberi nilai tambah bagi organisasi dan stakeholders, 

memiliki unsur kebaruan, dapat direplikasi, dapat diterapkan secara berkelanjutan 

dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Berdasarkan analisis RCA yang telah 

disajikan sebelumnya, maka berikut identifikasi melalui kriteria inovasi. 

Tabel 5. Identifikasi Gagasan Penyelesaian Masalah Melalui Kriteria Inovasi 

No Akar 

Permasalahan 

Nilai tambah 

bagi 

organisasi 

dan 

stakeholders 

Memiliki 

unsur 

kebaruan 

Dapat 

direplikasi 

Dapat 

diterapkan 

secara 

berkelanjutan 

Sesuai 

dengan nilai-

nilai 

organisasi 

1 Komunikasi 

yang tersumbat 

antara Kanwil 

dan Kantah di 

Provinsi 

Sulawesi Barat 

dengan 

pemerintah 

daerah 

Menyusun 

suatu sistem 

komunikasi 

yang integratif 

antara Kanwil 

dan Kantah di 

Provinsi 

Sulawesi Barat 

dengan 

pemerintah 

daerah melalui 

Membentuk 

tim 

pemanfaatan 

peta ZNT 

Strategi 

komunikasi 

menggunakan 

kombinasi 

cara formal 

dan informal  

Penyusunan 

dan 

penerapan 

PKS 

pemanfaatan 

peta ZNT 

dengan poin-

poin yang 

jelas 

Penerapan 

visi dan misi 

yang sama 

dalam 

pemanfaatan 

peta ZNT 
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No Akar 

Permasalahan 

Nilai tambah 

bagi 

organisasi 

dan 

stakeholders 

Memiliki 

unsur 

kebaruan 

Dapat 

direplikasi 

Dapat 

diterapkan 

secara 

berkelanjutan 

Sesuai 

dengan nilai-

nilai 

organisasi 

teknologi 

informasi 

2 Pembagian 

target ke seluruh 

provinsi 

disesuaikan 

dengan 

anggaran oleh 

Kementerian 

ATR/BPN 

Kerjasama 

dengan 

pemerintah 

daerah dapat 

menambah 

target 

pembuatan 

peta ZNT 

Tidak 

tergantung 

pada 

anggaran 

Kementerian 

ATR/BPN 

Optimalisasi 

PKS dalam 

hal 

pelaksanaan 

pemanfaatan 

peta ZNT 

Penerapan 

PKS 

pemanfaatan 

peta ZNT 

dengan poin-

poin yang 

jelas 

Percepatan 

penyelesaian 

cakupan peta 

ZNT Provinsi 

Sulawesi 

Barat 

3 Kebijakan 

kepegawaian 

dari 

Kementerian 

ATR/BPN 

Pemberdayaan 

SDM dari 

pemerintah 

daerah dalam 

pembuatan 

peta ZNT 

Transfer ilmu 

dari SDM 

Kanwil dan 

Kantah ke 

SDM 

pemerintah 

daerah 

Membangun 

sistem SDM 

pembuatan 

dan 

pemanfaatan 

peta ZNT 

yang 

kompeten dan 

kapabel 

Penerapan 

PKS 

pemanfaatan 

peta ZNT 

dengan poin-

poin yang 

jelas 

Optimalisasi 

pemanfaatan 

SDM dalam 

rangka 

pembuatan 

dan 

pemanfaatan 

peta ZNT 

4 Keterbatasan 

alokasi 

anggaran dari 

Kementerian 

ATR/BPN 

Penggunaan 

dan 

penyerapan 

anggaran 

pemerintah 

daerah untuk 

pembuatan 

peta ZNT  

Tidak 

tergantung 

pada 

anggaran 

Kementerian 

ATR/BPN 

Optimalisasi 

PKS dalam 

hal 

pelaksanaan 

pemanfaatan 

peta ZNT 

Penerapan 

PKS 

pemanfaatan 

peta ZNT 

dengan poin-

poin yang 

jelas 

Pemanfaatan 

anggaran dari 

pemerintah 

daerah untuk 

meningkatkan 

cakupan peta 

ZNT Provinsi 

Sulawesi 

Barat 

5 Belum adanya 

sinkronisasi 

pemanfaatan 

peta ZNT antara 

Secara 

bersama-sama 

merumuskan 

sistem integrasi 

Menyusun 

konsep 

aplikasi nilai 

tanah yang 

Pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

untuk 

Sebagai 

sistem kontrol 

dalam 

penerapan 

Pemanfaatan 

peta ZNT oleh 

pemerintah 

daerah dalam 
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No Akar 

Permasalahan 

Nilai tambah 

bagi 

organisasi 

dan 

stakeholders 

Memiliki 

unsur 

kebaruan 

Dapat 

direplikasi 

Dapat 

diterapkan 

secara 

berkelanjutan 

Sesuai 

dengan nilai-

nilai 

organisasi 

Kementerian 

ATR/BPN 

dengan 

pemerintah 

daerah 

yang tepat 

dalam 

pemanfaatan 

peta ZNT  

terintegrasi 

antara 

Kementerian 

ATR/BPN 

dengan 

pemerintah 

daerah 

membangun 

sistem aplikasi 

yang 

terintegrasi 

pemanfaatan 

peta ZNT 

rangka 

peningkatan 

PAD 

Dari identifikasi diatas, maka dapat ditetapkan sebuah gagasan 

penyelesaian masalah melalui penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah 

dalam rangka pemanfaatan peta ZNT dengan menggunakan sistem kerjasama 

yang berkesinambungan serta penggunaan aplikasi nilai tanah yang integratif.  

2.2.1. Milestone Kegiatan 

Dalam rangka pencapaian tujuan, maka diperlukan rencana kegiatan berikut 

dengan milestones agar rencana aksi perubahan dapat disusun secara sistematis, 

terarah dan terpadu. Upaya optimalisasi pemanfaatan peta ZNT melalui penguatan 

kerjasama dengan pemerintah daerah pada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat 

dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni : 

a) Jangka pendek (60 hari) 

b) Jangka menengah (5 bulan), dan 

c) Jangka panjang (3 tahun) 

2.2.1.1. Jangka Pendek 

Tabel 6. Milestone Jangka Pendek 

No. Kegiatan Bulan Output/Outcome 

Kegiatan Agustus September 
I II III IV I II III IV 

A Persiapan Pelaksanaan 
Aksi Perubahan 

 

1. Pembentukan tim Kerja :          

 a. Rapat Pembentukan 
Tim 

        Undangan, Daftar 
hadir 
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No. Kegiatan Bulan Output/Outcome 

Kegiatan Agustus September 
I II III IV I II III IV 

 b. Penyiapan SK Tim         SK Tim 
Pelaksana Aksi 
Perubahan 

 c. Rapat Pemantapan 
Internal 

        Undangan rapat, 
daftar hadir, 
notulen rapat 

B Tahapan Implementasi 
Aksi Perubahan 

 

2. Pelaksanaan Kegiatan          

 a. Rapat dengan 
pemerintah daerah 

        Undangan rapat, 
notulen rapat, 
berita acara, 
daftar hadir 

 b. Penyusunan konsep 
PKS 

        Draft PKS 

 c. Penandatanganan 
PKS 

        PKS 

C Tahapan Monitoring dan 
Evaluasi 

 

3. Monitoring progress 
Mingguan 

          Laporan 

4. Pelaporan           Laporan 

2.2.1.2. Jangka Menengah 

Tabel 7. Milestones Jangka Menengah 

No. Kegiatan Bulan  Output/Outcome 

Kegiatan 
Okt 
2023 

Nov 
2023 

Des 
2023 

Jan 
2024 

Feb 
2024 

A Tahapan Implementasi Aksi 
Perubahan 

 

1. Pelaksanaan Kegiatan       

 a. Rapat dengan 
pemerintah daerah 

     Undangan rapat, 
notulen rapat, berita 
acara, daftar hadir 

 b. Penyusunan konsep 
PKS 

     Draft PKS 

 c. Penandatanganan PKS      PKS 

 d. Persiapan penyusunan 
regulasi pemanfaatan 
peta ZNT oleh 
pemerintah daerah  

     Draft SK 
Bupati/Peraturan 
Bupati/Peraturan 
Daerah 

 e. Penerbitan regulasi 
pemanfaatan peta ZNT 
oleh pemerintah daerah 

     SK Bupati/Peraturan 
Bupati/Peraturan 
Daerah 
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No. Kegiatan Bulan  Output/Outcome 

Kegiatan 
Okt 
2023 

Nov 
2023 

Des 
2023 

Jan 
2024 

Feb 
2024 

 f. Implementasi 
penggunaan ZNT 
sebagai dasar 
penetapan BPHTB dan 
PBB 

      

C Tahapan Monitoring dan 
Evaluasi 

 

3. Monitoring progress 
Mingguan 

     Laporan berkala 

4. Pelaporan      Laporan akhir 

2.2.1.3. Jangka Panjang 

Tabel 8. Milestones Jangka Panjang 

No. Kegiatan Tahun Output/Outcome 

Kegiatan 
2023 2024 2025 

1. Rencana Aksi Perubahan dan 
Implementasi 

    

 a. Penyusunan SK Tim Kerja    SK Tim Pelaksana 
Aksi Perubahan 

 b. Penyusunan konsep PKS    Draft PKS 

 c. Penandatanganan PKS    PKS 

 d. Persiapan penyusunan 
regulasi pemanfaatan peta 
ZNT oleh pemerintah 
daerah 

   Draft SK 
Bupati/Peraturan 
Bupati/Peraturan 
Daerah 

 e. Penerbitan regulasi 
pemanfaatan peta ZNT 
oleh pemerintah daerah 

   SK Bupati/Peraturan 
Bupati/Peraturan 
Daerah 

2. Pelaksanaan PKS     

 a. Penerapan ZNT sebagai 
dasar penetapan BPHTB 
dan PBB 

   Peningkatan PAD 

 b. Penganggaran pembuatan 
peta ZNT 

   APBD 

 c. Pelaksanaan pembuatan 
peta ZNT bekerjasama 
dengan pemerintah daerah 

   Peta ZNT 

3. Monitoring dan Evaluasi 
Berkelanjutan 

    

 a. Pelibatan stakeholder lain    Penyempurnaan 
PKS 

 b. Inisiasi sistem nilai tanah 
terintegrasi 

   - Aplikasi nilai 
tanah terintegrasi 
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No. Kegiatan Tahun Output/Outcome 

Kegiatan 
2023 2024 2025 

- Sistem satu nilai 
tanah 

 c. Pelaporan    Pelaporan berkala 
dan pelaporan akhir 

2.2.2. Pemanfaatan Sumber Daya 

2.2.2.1. Tim Efektif 

Dalam melaksanakan Laporan Implementasi aksi perubahan diperlukan 

tim efektif. Berikut adalah struktur tim efektif untuk mendukung keberhasilan dari 

Laporan Implementasi aksi perubahan. 

Gambar 1. Struktur Tim Efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim efektif diatas berfungsi untuk memudahkan kerja tim agar lebih efektif 

dan efisien. Berikut adalah definisi dari masing-masing tim efektif : 

1. Mentor, adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, 

berperan sebagai pengarah, pembimbing dan menyetujui serta 

mendukung aksi perubahan; 

Coach : 
Drs. Arwin Baso, M.M., QRMO. 

Project Leader : 
Oki Harien Purnomo, S.IP., 
MPA. 

Mentor : 
Humaidi, A.Ptnh., M.M. 

Project Team :  
1. Koordinator Substansi Pengadaan Tanah dan 

Pencadangan Tanah 
2. Penata Pertanahan Muda Bidang PTP 
3. Analis Survei dan Pemetaan Bidang PTP 
4. Pengadministrasian Pertanahan Bidang PTP 
5. PPNPN Bidang PTP 
6. Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat 
7. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

se-Sulawesi Barat 
8. Koordinator Substansi Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan se-Sulawesi Barat 
9. Staf Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-

Sulawesi Barat 
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2. Coach, adalah widyaiswara, bertugas memberikan bimbingan, arahan, 

masukan serta konseling kepada Project Leader selama Aksi Perubahan 

berlangsung; 

3. Project Leader, adalah pemilik Laporan Implementasi aksi perubahan, 

bertugas mengarahkan anggota Project Team dan bertanggungjawab atas 

semua rangkaian aksi perubahan mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; 

4. Project Team, adalah tim yang bertugas membantu Project Leader dalam 

rangka mencapai kesuksesan pelaksanaan aksi perubahan, dengan 

rincian sebagai berikut : 

a) Koordinator Substansi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah, 

bertugas menyiapkan data yang diperlukan dan berkoordinasi 

dengan Seksi PTP Kantor Pertanahan; 

b) Penata Pertanahan Muda Bidang PTP, bertugas menyiapkan data 

yang diperlukan; 

c) Analis Survei dan Pemetaan Bidang PTP, bertugas menyusun data 

yang diperlukan; 

d) Pengadministrasian Pertanahan Bidang PTP, bertugas menyusun 

data yang diperlukan; 

e) PPNPN Bidang PTP, bertugas menyusun data yang diperlukan; 

f) Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat, bertugas menjalin 

komunikasi dengan pemerintah daerah setempat dan menginisiasi 

perjanjian kerjasama; 

g) Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi 

Barat, bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam 

menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan 

menyusun konsep perjanjian kerjasama; 

h) Koordinator Substansi Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan se-Sulawesi Barat, bertugas membantu Kepala 

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dalam menyusun 

konsep perjanjian kerjasama; 
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i) Staf Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi 

Barat, bertugas membantu Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan dan Koordinator Substansi Seksi Pengadaan 

Tanah dan Pengembangan dalam menyiapkan data penyusunan 

konsep perjanjian kerjasama. 

2.2.2.2. Identifikasi Stakeholders 

Dalam Laporan Implementasi aksi perubahan terdapat beberapa 

stakeholders yang terlibat dimana stakeholders ini mempunyai peranan penting 

terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah identifikasi 

stakeholders yang terlibat dalam Laporan Implementasi aksi perubahan ini : 

1. Stakeholders internal, adalah stakeholders yang mendukung aksi 

perubahan berasal dari dalam unit kerja, diantaranya Kepala Kantor 

Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Koordinator Substansi Pengadaan 

Tanah dan Pencadangan Tanah, Penata Pertanahan Muda, Analis Survei 

dan Pemetaan, Pengadministrasian Pertanahan dan PPNPN Bidang 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi 

Barat, Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat, Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi Barat, Koordinator 

Substansi Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi 

Barat dan staf Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi 

Barat; 

2. Stakeholders eksternal, adalah stakeholders yang menjadi sasaran aksi 

perubahan dan berasal dari luar unit kerja, diantaranya Pemerintah 

Daerah se-Sulawesi Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan masyarakat. 

Berdasarkan pengaruh dan kepentingan, stakeholders dapat dipetakan 

secara diagram yang digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 



18 
 

Gambar 2. Diagram Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, identifikasi stakeholders dapat dipetakan dengan tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 9. Identifikasi Stakeholders 

Nama 

Stakeholders 

Pengaruh 

besar 

Pengaruh 

kecil 

Kepentingan

/minat besar 

Kepentingan/

minat kecil 

Blocker/Supporter

/Neutral 

Kanwil BPN 

Provinsi 

Sulawesi Barat 

 √ √  Supporter 

Kantor 

Pertanahan se-

Sulawesi Barat 

 √ √  Supporter 

Pemerintah 

Daerah 

√  √  Blocker 

KPK √   √ Neutral 

PPAT  √  √ Blocker 

Masyarakat  √  √ Blocker 

2.2.2.3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholders 

P
e

n
g

a
ru

h
  

In
fl
u
e
n
c
e
 

Latents 
 
KPK 

 
 

Promoters 
 
Pemerintah Daerah 

 

Apathetics 
 
PPAT 
Masyarakat 
 

 

Defenders 

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat 
dan 
Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat 

 

Kepentingan  

Interest 
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Membangun jaringan dengan stakeholders tidak dapat dilepaskan dari 

komunikasi. Dalam konteks aksi perubahan, diperlukan komunikasi internal dan 

eksternal. Komunikasi merupakan sarana untuk membangun pemahaman 

bersama akan nilai-nilai, norma, maupun target-target organisasi dan cara 

mencapai target tersebut. Komunikasi internal dilakukan dalam rangka 

menemukan formula yang tepat untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis 

dengan pemerintah daerah, sedangkan komunikasi eksternal dilakukan selain 

dalam rangka menerapkan tujuan pemanfaatan peta ZNT secara optimal oleh 

pemerintah daerah, juga memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada 

masyarakat terkait manfaat kenaikan pemungutan BPHTB dan PBB sebagai 

dampak dari penggunaan ZNT sebagai dasar pemungutan, yakni peningkatan 

PAD dan selanjutnya digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui 

APBD. 

Strategi komunikasi antarstakeholders dapat dipetakan melalui diagram 

sebagai berikut. 

Gambar 3. Strategi Komunikasi Stakeholders 
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Keep Satisfied 
 
KPK 

 
 

Work Together 
Pemerintah Daerah, Kanwil BPN 
Provinsi Sulawesi Barat dan 
Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat 
 

 

Minimal Effort 

Masyarakat 
 

 

Show Consideration 

PPAT 
 

Kepentingan  

Interest 
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Dari diagram diatas, strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPK 

termasuk dalam kategori “Keep Satisfied”, dimana mereka mempunyai power 

yang tinggi namun pengaruhnya rendah. KPK mempunyai kepentingan untuk 

mengawal suatu transaksi keuangan negara atau daerah agar berjalan akuntabel 

sehingga mereka mempunyai power untuk memaksa pemerintah daerah 

menjalankan transaksi non tunai terutama dalam hal pembayaran BPHTB dan 

PBB. Sedangkan untuk entitas Pemerintah Daerah, Kanwil BPN dan Kantor 

Pertanahan se-Sulawesi Barat termasuk dalam kategori “Work Together”, dimana 

mereka saling berkolaborasi untuk mewujudkan tatanan keuangan daerah yang 

akuntabel dan berimplikasi positif terhadap PAD melalui pemanfaatan peta ZNT 

sebagai dasar penetapan BPHTB dan PBB. Sebagai user, PPAT termasuk dalam 

kategori “Show Consideration” dimana pada kategori ini PPAT mempunyai 

kepentingan sebagai fasilitator dalam pemungutan BPHTB terhadap masyarakat 

namun tidak mempunyai posisi tawar dalam pengambilan kebijakan terkait 

pemanfaatan peta ZNT. Sedangkan masyarakat berada pada kategori “Minimal 

Effort” karena menjadi obyek kebijakan pemerintah dalam hal pemanfaatan peta 

ZNT sebagai dasar penetapan BPHTB dan PBB dan mereka tidak mempunyai 

posisi tawar apapun untuk merubah kebijakan tersebut. 

2.2.2.4. Pemetaan Jejaring Kerja 

Hubungan antarstakeholders merupakan jejaring kerja yang tidak dapat 

dipisahkan. Peranan dan hubungan antarstakeholders baik internal maupun 

eksternal dapat dicermati dari gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. Pemetaan Jejaring Kerja Antarstakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Garis komando 

 Garis koordinasi      

2.2.3. Manajemen Risiko 

Dalam melaksanakan aksi perubahan selalu terdapat risiko yang 

kemungkinan dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen risiko. 

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan 

struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam 

pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Berikut adalah upaya melakukan manajemen 

risiko yang disajikan melalui tabel. 

Tabel 10. Manajemen Resiko Terhadap Aksi Perubahan 

No. Tahapan Kegiatan Identifikasi Risiko Upaya 

Pengendalian 

Pemantauan 

1. Pembentukan tim Prioritas yang Pembangunan Setiap pekan 

 
PPAT 

 
KPK 

Pemerintah 

Daerah 

Kantor 

Pertanahan 

Kepala 

Bidang 

PTP 

Kakanwil 

BPN 

 
Masyarakat 
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No. Tahapan Kegiatan Identifikasi Risiko Upaya 

Pengendalian 

Pemantauan 

kerja terbagi komitmen awal 

antaranggota tim 

kerja 

2. Penyusunan PKS Isi PKS tidak saling 

menguntungkan 

Melakukan 

analisis awal 

pada saat 

penyusunan draft 

PKS terhadap 

keuntungan-

keuntungan yang 

akan diperoleh 

kedua belah 

pihak  

Sebelum draft 

PKS diajukan ke 

Kepala Kantor 

dan Bupati 

3. Tindak lanjut PKS 1. Kurangnya 

perhatian dari 

pemerintah 

daerah 

2. Tidak tersedia 

anggaran dari 

pemerintah 

daerah 

1. Melakukan 

inisiasi 

pembuatan 

aplikasi nilai 

tanah yang 

terintegrasi 

antara 

Kementerian 

ATR/BPN 

dengan 

pemerintah 

daerah 

2. Mendorong 

penganggara

n pembuatan 

peta ZNT 

pada APBD 

yang 

dituangkan di 

Setiap bulan 
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No. Tahapan Kegiatan Identifikasi Risiko Upaya 

Pengendalian 

Pemantauan 

dalam PKS 

4. Penerapan ZNT 

dalam penetapan 

BPHTB dan PBB 

Resistensi dari 

masyarakat 

Secara bersama-

sama melakukan 

sosialisasi 

kepada 

masyarakat 

tentang manfaat 

kenaikan BPHTB 

dan PBB 

Setiap bulan 

       

2.3. Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan Kinerja 

Organisasi 

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya 

kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai yang terdampak atas inovasi 

tersebut. Oleh karenanya, perlu disusun rencana strategi pengembangan potensi 

diri kompetensi untuk adopsi aksi perubahan yang paling tidak memuat siapa pihak 

yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan 

bagaimana cara (strategi) pengembangannya.  

Strategi pengembangan kompetensi dalam Laporan Implementasi aksi 

perubahan yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Melalui 

Penguatan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Pada Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut. 

Tabel 11. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi 

No Pihak Terdampak Perubahan Kompetensi 

yang Dibutuhkan 

Cara Pengembangan 

Kompetensi (klasikal/non 

klasikal) 

1. Bidang Pengadaan 

Tanah dan 

Pengembangan 

Kanwil BPN Provinsi 

1. Mampu berinisiatif 

membangun jejaring 

kerja terutama dalam 

hal pemanfaatan peta 

Diskusi formal dan informal, 

bimtek, mentoring, coaching 
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No Pihak Terdampak Perubahan Kompetensi 

yang Dibutuhkan 

Cara Pengembangan 

Kompetensi (klasikal/non 

klasikal) 

Sulawesi Barat ZNT 

2. Peningkatan strategi 

komunikasi dengan 

stakeholders terkait 

2. Kantor Pertanahan se-

Sulawesi Barat 

1. Mampu membangun 

sinergitas dengan 

pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan 

PKS pemanfaatan peta 

ZNT 

2. Peningkatan kualitas 

produk pembaruan dan 

pembuatan peta ZNT 

Diskusi formal dan informal, 

bimtek, pelatihan 

3. Pemerintah Daerah 

se-Sulawesi Barat 

1. Mampu menyesuaikan 

kemampuan teknis 

dengan pelaksana dari 

Kanwil dan Kantah 

2. Konsistensi 

melaksanakan PKS 

yang telah disusun dan 

disepakati 

3. Penguasaan teknologi 

digital dalam rangka 

inisiasi sistem aplikasi 

nilai tanah yang 

terintegrasi 

Sosialisasi, FGD, bimtek 

 

2.4. Hasil Identifikasi Pengembangan Diri 

2.4.1. Hasil Asesmen Bersama Mentor 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar 
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Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, terdapat 8 (delapan) kompetensi 

manajerial yang menjadi kompetensi generik PNS, yaitu : Integritas, Kerjasama, 

Komunikasi, Orientasi Pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri Dan 

Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan. 

Dalam rangka pemetaan potensi diri dan kompetensi manajerial, maka 

dilakukan asesmen bersama mentor yang disajikan dalam bentuk tampilan 

screenshot feedback berikut ini. 

Gambar 5. Formulir Peserta Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku 

 

 

 

 

Gambar 6. Formulir Mentor Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku 
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Gambar 7. Rekap Nilai Peserta Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku 

  

     

 

 

Gambar 8. Rekap Nilai Mentor Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku 
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Gambar 9. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor Dalam Asesmen Penilaian Sikap 
Perilaku 

       

   

 

 

Gambar 10. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta  
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Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku 

                           

Dari hasil asesmen dengan mentor diatas, maka disepakati bahwa rencana 

pengembangan bersama mentor untuk peserta ialah dalam komponen ‘Mengelola 

Perubahan’ dikarenakan pada komponen ini nilai yang diperoleh paling rendah. 

Peserta diminta untuk lebih proaktif untuk dapat mengelola dan mengarahkan pihak 

lain untuk dapat mengatasi tuntutan perubahan. Selain itu peserta juga diarahkan 

untuk lebih dapat memastikan tim kerja mampu menghadapi tuntutan perubahan 

dengan pengelolaan yang lebih spesifik. 

2.4.2. Data Kompetensi Manajerial Peserta Berdasarkan Sistem Informasi 

Penilaian Kompetensi 

Selain dari asesmen bersama dengan mentor, penilaian kompetensi 

manajerial untuk peserta juga didasarkan pada hasil asesmen dari Lembaga 

Administrasi Negara yang tersaji dalam Sistem Informasi Penilaian Kompetensi 

(SIPK). Berikut adalah hasil asesmen peserta yang telah dilaksanakan pada tahun 

2022 dan tertuang dalam SIPK. 
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Gambar 11. Potensi Peserta Berdasarkan SIPK 

 

Gambar 12. Profil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Peserta  

 

Berdasarkan data pada SIPK diatas, peserta masih perlu mengembangkan 

kompetensinya dalam beberapa aspek berikut ini. 

Tabel 12. Saran Pengembangan Kompetensi Peserta 

No Aspek 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pengembangan 

Keterangan 

1. Kerja Sama Pelatihan Membangun 

Aliansi 

Kegiatan untuk dapat 

memahami tuntutan dari 

ketergantungan tingkat tinggi 
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No Aspek 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pengembangan 

Keterangan 

antarorganisasi; memiliki 

kemampuan untuk memberi 

arahan dan memberikan 

perbedaan yang signifikan 

diantara kekuatan-kekuatan 

partner dan model-model 

operasionalnya 

2. Komunikasi Coaching Keterampilan 

Manajemen Interpersonal 

Kegiatan untuk melatih 

kemampuan dalam 

mendorong komitmen dan 

kooperatif dari pihak lain, 

terutama tim kerja 

3. Orientasi Pada 

Hasil 

Pelatihan Penetapan 

Target Kinerja 

Mampu merencanakan target 

kinerja melampaui dari apa 

yang diharapkan 

4. Pelayanan Publik Pelatihan Sistem Berpikir Kegiatan untuk melatih 

kemampuan mengidentifikasi 

manfaat menggunakan 

pemikiran sistem di tempat 

kerja 

5. Pengembangan 

Diri dan Orang Lain 

Pelatihan Kepemimpinan 

Tranformasional 

Kegiatan untuk membantu 

orang lain berpikir kritis dan 

mendorong kreativitas dan 

inovasi 

6. Mengelola 

Perubahan 

Coaching Manajemen 

Aksi Perubahan 

Kegiatan untuk melatih 

kemampuan dalam 

memanfaatkan kesuksesan 

dalam menghadapi perubahan 

serta memeriksa pelajaran 

yang didapat 

7. Pengambilan Pelatihan Problem Melatih kemampuan untuk 
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No Aspek 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pengembangan 

Keterangan 

Keputusan Solving dapat mengevaluasi beberapa 

alternatif dan memilih tindakan 

yang paling sesuai 

8. Perekat Bangsa Coaching mendorong 

Kesatuan dalam 

Keberagaman 

Mampu mengidentifikasi 

keberagaman di tempat kerja 

dan mendorong pihak lain 

untuk dapat memiliki 

pemahaman terkait latar 

belakang yang berbeda 
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BAB III 

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

3.1. Membangun Integritas 

Integritas merupakan suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercaya dan 

sikap jujur seseorang dalam menjelaskan “kepercayaan”. Adapun peran 

kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi dapat ditopang oleh 

lima hal pokok, yaitu: etika kepemimpinan; manajemen dan pengawasan aktif; 

pemilihan orang yang tepat; proses yang efektif; dan pelaporan yang profesional.  

Dalam aksi perubahan ini penulis telah melakukan upaya membangun 

integritas baik di lingkungan Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor 

Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat maupun jajaran Seksi 

Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Se-Provinsi Sulawesi Barat. Upaya tersebut 

diantaranya dengan cara menyampaikan tentang perilaku etis dan integritas, 

membangun komitmen, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab untuk 

mewujudkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yang Melayani, Profesional dan 

Terpercaya. Upaya ini dilakukan antara lain melalui rapat-rapat (offline dan zoom), 

diskusi grup melalui aplikasi mobile whatsapp dan sebagainya.  

Penulis juga melakukan komunikasi yang intens dengan pimpinan dalam hal 

ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang 

juga merupakan Mentor dalam penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini 

sebagai upaya untuk membangun integritas dalam pelaksanaan pelaporan yang 

profesional. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan integritas ini antara lain 

masih ada komponen dalam tim efektif dan stakeholders yang belum memiliki rasa 

tanggungjawab terhadap tugasnya serta masih memprioritaskan tugas pokok dan 

fungsi utamanya. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut ialah dengan cara 

secara intens berkomunikasi terkait dengan pelaksanaan tugas aksi perubahan 

serta memberikan pemahaman terkait manfaat aksi perubahan yang akan 

dilaksanakan. 
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Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor 

 

Sedangkan Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas laporan 

kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang 

dijalankan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mewujudkan 

akuntabilitas antara lain menyampaikan kepada seluruh staf agar melaksanakan 

pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, mengefisienkan biaya-biaya yang 

diperlukan dan harus ada kepastian waktu penyelesaian semua pekerjaan yang 

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi diantaranya penyelesaian tugas-tugas 

pembuatan, pembaruan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah. 

3.2. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI) 

Dalam era globalisasi saat ini, diperlukan suatu sarana efektif untuk 

membangun komunikasi dan koordinasi. Salah satunya adalah pemanfaatan 

teknologi digital dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Berikut adalah beberapa 

strategi pemanfaatan teknologi digital dalam rangka pencapaian tujuan dari aksi 

perubahan : 

1. Penggunaan aplikasi whatsapp dan zoom meeting dalam berkoordinasi 

antarstakeholders; 

2. Penggunaan google drive dalam pengelolaan arsip persuratan; 

3. Penggunaan google sheet untuk pelaporan; 

4. Penggunaan aplikasi SIPENTA dalam menyajikan informasi nilai tanah; 

5. Inisiasi menciptakan aplikasi nilai tanah yang terintegrasi antara 

Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah; 



34 
 

6. Pembayaran BPHTB dan PBB non tunai melalui aplikasi pembayaran 

digital yang disupervisi oleh KPK. 

Kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi saat ini adalah 

proses penerapan aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi dengan nilai tanah 

masih belum host to host antara pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN. 

Selain itu, pengetahuan beberapa personel tim efektif terhadap teknologi informasi 

masih kurang. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain, berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Data dan 

Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

terkait dengan inisiasi pembuatan aplikasi sistem nilai tanah yang terintegrasi. 

Sedangkan dalam rangka peningkatan penguasaan teknologi informasi oleh 

beberapa personel tim efektif, upaya yang telah dilakukan adalah pertukaran ilmu 

teknologi informasi dari masing-masing personel tim efektif. 

3.3. Pengelolaan Tim 

3.3.1. Rapat Pembentukan Tim Efektif 

Rapat Pembentukan Tim Efektif dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2023 

bersama seluruh pegawai di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan. 

Pembentukan Tim Efektif dilakukan dengan diskusi terbuka dengan Pejabat 

Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Bidang 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut diperoleh dukungan dan masukan  

serta rumusan dalam pembentukan tim pelaksana yang efektif. Tim pelaksana terdiri 

dari koordinator dan satuan tugas pelaksana dengan pembagian tugas dan 

tanggung jawab masing-masing.  
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Gambar 14. Rapat Pembentukan Tim Efektif 

 

3.3.2. Penerbitan Surat Keputusan Tim Kerja Efektif  

Untuk melaksanakan aksi perubahan, maka dibentuk tim kerja efektif sesuai 

dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 159/SK.76.AT.03.02/IX/2023 Tanggal 05 September 2023 

tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun Anggaran 2023 (Lampiran I). 

Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka menjadi dasar pelaksanaan kegiatan 

aksi perubahan pada seluruh tahapan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dalam 

rangka Optimalisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Melalui Penguatan 

Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sulawesi Barat. 
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BAB IV 

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

 

4.1. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan 

Aksi perubahan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan capaian 

dalam perbaikan sistem pelayanan. Pelayanan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

peta ZNT adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses pembayaran PBB 

maupun BPHTB serta manfaat jangka panjangnya adalah tersedianya PAD yang 

signifikan untuk pembangunan daerah. 

Manfaat selanjutnya untuk organisasi adalah efisiensi anggaran dimana 

kerjasama dengan pemerintah daerah memungkinkan untuk penggunaan APBD 

dalam hal pembuatan dan pembaruan peta ZNT. Dari sistem kerjasama ini dapat 

menghasilkan efisiensi anggaran dari Kementerian ATR/BPN kurang lebih sebesar 

Rp. 200.000.000,-/tahun. 

Tabel 13. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan 

No. 
Indikator Perbaikan 
Kualitas Pelayanan 

Sebelum Inovasi Sesudah Inovasi 

1. Kebijakan Pelayanan Pemanfaatan ZNT hanya di 
Kantor Pertanahan 

Pemanfaatan ZNT host-to-host 
antara Pemerintah Daerah 
dengan Kantor Pertanahan 

2. Efisiensi - Pembuatan dan 
Pembaruan Peta ZNT 
hanya dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan 
 

- Sumber Dana berasal dari 
DIPA Kanwil/Kantah 

- Pembuatan dan Pembaruan 
ZNT dapat dilaksanakan 
secara bersama-sama 
antara Kantor Pertanahan 
dan Pemerintah Daerah 

- Sumber Pembiayaan 
menggunakan APBD 

3. Jaminan Pengenaan Pajak berasal 
dari NJOP yang tidak 
diperbarui 

Pengenaan Pajak berasal dari 
Nilai Tanah yang diperbarui 
setiap tahun sehingga mampu 
meningkatkan PAD 

 

4.2. Manfaat Aksi Perubahan 

4.2.1. Manfaat Bagi Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

a. Dalam proses pelaksanaan Aksi Perubahan ini, target cakupan peta ZNT 

di Provinsi Sulawesi Barat telah terlampaui yaitu dari target seluas 

40.000 ha diperoleh hasil seluas 48.218,20 ha; 
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b. Tersedianya data ZNT yang aktual dengan penambahan 40.000 ha di 

Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa pada tahun 2023 dan 

direncanakan akan disediakan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar di tahun 2024 untuk pembuatan peta ZNT. 

4.2.2. Manfaat Bagi Instansi 

a. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten se-Sulawesi Barat menjadi basis data ZNT yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah; 

b. Telah terjalin kolaborasi yang sinergis antara Kanwil BPN Provinsi 

Sulawesi Barat dan Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat dengan 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dibuktikan dengan 

antara lain penghargaan dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN untuk Kantor 

Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sebagai Peringkat 1 Aktif dalam 

Melaksanakan PKS Pemanfaatan ZNT (mendapatkan anggaran dan 

digunakan untuk pajak daerah) dan Nota Kesepakatan Sinergi Antara 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, 

Pembaruan dan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (evidence 

terlampir).  

4.2.3. Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB yang 

berdampak pada peningkatan PAD akan dapat meningkatkan APBD yang 

nantinya digunakan untuk pembangunan wilayah, dibuktikan dengan 

peningkatan PAD di Kabupaten Polewali Mandar dimana terdapat 

peningkatan PAD sebesar kurang lebih 70% dari sebelum diterapkan 

pemanfaatan peta ZNT dengan sesudah diterapkan pemanfaatan peta 

ZNT (data terlampir); 

b. Masyarakat dapat memanfaatkan informasi nilai tanah sebagai referensi 

transaksi jual beli melalui permohonan langsung ke Kantor Pertanahan. 
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4.3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

Pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi pihak yang terdampak, diantaranya Kanwil BPN Provinsi Sulawesi 

Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah. 

Beberapa metode pengembangan kompetensi yang diterapkan pada pihak yang 

terdampak ini antara lain melakukan diskusi baik formal maupun informal pada 

personel di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi 

Sulawesi Barat dalam rangka peningkatan kapasitas inisiatif membangun jejaring 

kerja dengan stakeholders terutama dalam hal strategi komunikasi yang akan 

dijalankan. Kemudian untuk Kantor Pertanahan Kabupaten se-Sulawesi Barat juga 

dilakukan diskusi formal dan informal terkait strategi pembangunan sinergitas 

dengan pemerintah daerah serta peningkatan kualitas produk pembaruan peta ZNT. 

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah baru sebatas koordinasi dengan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polewali Mandar dan 

Kabupaten Mamuju Tengah terkait pemanfaatan peta ZNT (foto terlampir). 
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BAB V 

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN 

5.1. Dasar-Dasar Kepemimpinan 

Mata pelatihan pilihan Dasar-Dasar Kepemimpinan bermanfaat untuk : 

• Membandingkan cara kerja lama dengan metode/proses baru selaras dengan 

ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain; 

• Menjelaskan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan; 

• Menjelaskan perilaku cepat dan tanggap dalam menerima perubahan; 

• Menganalisis informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi; 

• Menentukan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan; 

• Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber 

informasi sesuai dengan pedoman yang ada. 

Terkait dengan Implementasi Aksi Perubahan, mata pelatihan pilihan ini dapat 

diterapkan dalam hal penentuan isu yang selama ini tidak maksimal dilaksanakan, 

yakni pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah daerah sebagai dasar penetapan 

PBB dan BPHTB dalam rangka peningkatan PAD. Upaya yang dilakukan terkait 

dengan kepemimpinan adalah mencoba mendorong tim efektif untuk menjalin 

jejaring kerja dengan pemerintah daerah dengan cara menerapkan strategi 

komunikasi yang tepat.  

5.2. Manajemen Hubungan Publik 

Mata pelatihan pilihan Manajemen Hubungan Publik bermanfaat untuk : 

• Memberi contoh sikap membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas untuk 

mendukung sasaran tim; 

• Menjelaskan informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; 

• Menjelaskan proses membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan 

tugas tim; 

• Menerapkan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan 

profesional; 

• Menyimpulkan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang 

sesuai; 
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• Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan 

pimpinan; 

• Menjelaskan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas 

pemerintahan/pelayanan publik; 

• Mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan 

pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara 

cepat dan tanggap; 

• Mengidentifikasi kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang 

disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; 

Pada Implementasi Aksi Perubahan, mata pelatihan pilihan ini dapat 

diterapkan pada pemberdayaan tim efektif dalam rangka menumbuhkan inisiatif 

membangun jejaring kerja terkait pemanfaatan peta ZNT. Selain itu, mata pelatihan 

pilihan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan stakeholders dan 

memberikan pemahaman terkait manfaat dalam hal penyusunan draft perjanjian 

kerjasama yang nantinya ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah dalam 

pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB. 

5.3. Manajemen Pelaksanaan Strategi 

Mata pelatihan pilihan Manajemen Pelaksanaan Strategi bermanfaat untuk : 

• Menjelaskan proses untuk mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari 

standar kerja yang ditetapkan organisasi; 

• Merancang metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya; 

• Memaparkan penerapan metode kerja yang lebih efektif yang sudah yang 

dilakukan kepada orang-orang di unit kerjanya; 

• Memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada 

bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan; 

• Menjelaskan mekanisme proses, program atau sistem baru kepada bawahan; 

• Menjelaskan proses penerapan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain 

telah memahami penjelasan atau pengarahan; 

• Menganalisis informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi; 

• Menentukan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan; 
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• Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber 

informasi sesuai dengan pedoman yang ada. 

Mata pelatihan pilihan ini dapat diterapkan pada Implementasi Aksi 

Perubahan dalam hal memberikan arahan kepada semua anggota tim efektif untuk 

menyusun strategi komunikasi ke stakeholders dalam rangka pemanfaatan peta 

ZNT serta meningkatkan kualitas produk pembaruan peta ZNT di Kantor Pertanahan 

sebagai basis data untuk pemanfaatan peta ZNT baik oleh pemerintah daerah 

maupun Masyarakat. 
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BAB VI 

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN 

6.1. Penerapan Strategi Komunikasi 

Dalam rangka Implementasi Aksi Perubahan, diperlukan strategi komunikasi 

untuk membangun jejaring kerja yang saling mendukung. Strategi komunikasi yang 

dilakukan melalui cara konvensional dan cara modern. Cara konvensional dilakukan 

melalui koordinasi secara langsung dengan mengunjungi pemerintah daerah dalam 

hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali 

Mandar. Sedangkan strategi komunikasi dengan cara modern dilakukan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Whatsapp maupun Zoom Meeting 

untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan sosialisasi tentang 

manfaat penggunaan peta ZNT. Kendala yang dihadapi antara lain ketersediaan 

waktu dari stakeholders terkait dan kurangnya respon dari stakeholders terhadap 

teknologi informasi. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara 

mengatur waktu koordinasi dan meningkatkan intensitas komunikasi melalui aplikasi 

Whatsapp maupun Zoom Meeting. 

6.2. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan 

Pada Implementasi Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan, diperoleh 

dukungan dari stakeholders berupa respon positif untuk membangun kerjasama 

terkait pembuatan, pembaruan dan pemanfaatan peta ZNT sebagai langkah awal 

penyusunan peraturan kepala daerah tentang pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar 

penetapan PBB dan BPHTB. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar menjadi instansi pemerintah pertama di luar Kementerian ATR/BPN yang 

memanfaatkan peta ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB. Pada 

perkembangan selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu 

berupaya untuk mengikuti jejak dan menjadikan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar sebagai percontohan dalam rangka peningkatan PAD 

melalui pemanfaatan peta ZNT dan telah mengesahkan Nota Kesepakatan Sinergi 

Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan 

Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan 
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Peraturan Kepala Daerah tentang pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar penetapan 

PBB dan BPHTB (evidence terlampir). 
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BAB VII 

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

7.1. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah 

Berdasarkan milestones kegiatan yang telah disusun, target jangka 

menengah yang ingin dicapai adalah implementasi penggunaan ZNT sebagai dasar 

penetapan PBB dan BPHTB. Untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa 

tahapan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain rapat dengan 

pemerintah daerah, penyusunan konsep perjanjian kerjasama, penandatanganan 

perjanjian kerjasama, persiapan penyusunan regulasi pemanfaatan peta ZNT oleh 

pemerintah daerah dan penerbitan regulasi pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah 

daerah. Dalam konteks locus di Kabupaten Pasangkayu, tahapan yang telah 

dilaksanakan adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Antara 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan 

Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah. Selanjutnya, dikarenakan peserta telah 

dialihtugaskan ke Provinsi Lampung, maka aksi perubahan akan dilanjutkan oleh tim 

efektif dengan dukungan dari Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.  

7.2. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang 

Keberlanjutan aksi perubahan secara jangka panjang sebagaimana telah 

dituangkan pada milestones adalah berupa penerapan ZNT sebagai dasar 

penetapan BPHTB dan PBB, penganggaran pembuatan peta ZNT, pelaksanaan 

pembuatan peta ZNT bekerjasama dengan pemerintah daerah, pelibatan 

stakeholder lain dan inisiasi sistem nilai tanah terintegrasi. Oleh karena peserta 

telah dialihtugaskan ke Provinsi Lampung, maka aksi perubahan dengan target 

jangka panjang akan dilanjutkan oleh tim efektif dengan dukungan dari Kepala 

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat 

serta berupaya untuk menerapkan rencana-rencana aksi perubahan yang telah 

disusun di Provinsi Lampung dikarenakan di Provinsi Lampung belum ada 

pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah daerah. 
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BAB VIII 

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI 

Dari hasil asesmen dengan mentor sebagaimana telah dituangkan dalam bab 

II, disepakati bahwa rencana pengembangan bersama mentor untuk peserta ialah 

dalam komponen ‘Mengelola Perubahan’. Peserta telah berusaha lebih proaktif 

untuk dapat mengelola dan mengarahkan pihak lain untuk dapat mengatasi tuntutan 

perubahan dengan cara meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan 

tim efektif terutama internal Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil 

BPN Provinsi Sulawesi Barat baik secara langsung maupun secara digital melalui 

grup Whatsapp (evidence terlampir). Selain itu peserta telah berusaha untuk lebih 

dapat memastikan tim kerja mampu menghadapi tuntutan perubahan dengan 

pengelolaan yang lebih spesifik dengan menerapkan fungsi kontrol melalui tim 

efektif dan pengawasan secara berkala. 
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BAB IX 

PENUTUP 

9.1. Kesimpulan 

Pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah daerah sangat penting dalam rangka 

memajukan daerah melalui peningkatan PAD. Perhatian yang tinggi dari pemerintah 

daerah menjadi kunci keberhasilan kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN dalam 

hal pemanfaatan peta ZNT. Didukung oleh strategi komunikasi yang tepat dari 

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat khususnya Bidang Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan, maka dihasilkan SK Bupati Polewali Mandar Nomor 1096 Tahun 

2021 tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah dalam Penentuan Nilai Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan di Kecamatan Polewali, Wonomulyo, Matakali 

dan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dan Nota Kesepakatan 

Sinergi Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, 

Pembaruan dan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Nomor 

414/MoU.76.01.UP.01.01/VIII/2023 dan Nomor 138/10/NK/VIII/2023/KERJASAMA. 

Selanjutnya, oleh karena peserta telah dialihtugaskan ke Provinsi Lampung, maka 

rencana aksi perubahan yang telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat akan 

berusaha diterapkan di Provinsi Lampung. 

9.2. Rekomendasi/Saran 

Penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB berpotensi 

mendapatkan resistensi dari Masyarakat. Berdasarkan diskusi dengan Kepala 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, harus diterapkan strategi 

untuk meminimalisir resistensi masyarakat dengan cara antara lain membuka 

complaint handling bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Kantor 

Pertanahan dan secara bertahap menerapkan ZNT sebagai dasar penetapan PBB 

dan BPHTB di zona yang rentang harganya tinggi terlebih dahulu. Untuk 

selanjutnya, diharapkan lebih banyak stakeholders yang terlibat dalam pemanfaatan 

peta ZNT sebagai upaya peningkatan PAD suatu daerah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Nota Kesepakatan Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu 
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2. Kenaikan BPHTB Kabupaten Polewali Mandar sebelum dan sesudah penerapan 

ZNT 

 
3. Koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu 

  

4. Instruksi kepada Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama 

melalui aplikasi Whatsapp 
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5. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

Pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar 

        
6. Cakupan ZNT Provinsi Sulawesi Barat per bulan Oktober 2023 
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7. Laporan Minggu I Implementasi Aksi Perubahan 
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8. Laporan Minggu II Implementasi Aksi Perubahan 
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9. Laporan Minggu III Implementasi Aksi Perubahan 
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10. Laporan Minggu IV Implementasi Aksi Perubahan 
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11. Laporan Minggu V Implementasi Aksi Perubahan 
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12. Laporan Minggu VI Implementasi Aksi Perubahan 
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13. Laporan Minggu VII Implementasi Aksi Perubahan 
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